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BUPATI LEBONG 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURt\N BUPATI LEBONO 
NOMOR 51 TAHUN 2020 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG 
NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEI\IBERIAN INSENTIF DAN 
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 
(2) Peraturan Daerah Kabupnten Lebong Nomor 7 
Tahun 2018 ten tang Pemberian lnsentif dan 
Kemudahan Penanaman Modal, perlu diatur Petunjuk 
pelaksanaannya: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada hurur a di ntas, perlu me.netapkan 
Pcraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupatcn Lebong Nomor 7 Tahun 
2018 Tentang Pembcrian lnsentlf dan Kemudahan 
Penanaman Modal: 

I. Undang-Undang Nornor 9 Tabun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 ~Nomo(_ 154, 
Tambnhan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4349); 

3 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
l..cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 
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5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, 

Kecil, clan Mencngah (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nornor 93, Tambahan 

Lcmbamn Negam Rep\lblik Indonesia Nomor 4866); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 

Pembentukan Pernturan Pcrundang-Undangan 

(Lcmbnmn Negnrn Rcpublik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82. TnmlJAhan Lcmbaran Negara Rcpublik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah djubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20 19 

tcntnng Pen1hahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Pcraturan 

Pcrundang-Undangan (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. 

8. 

9. 

10. 

I I. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daera}1 (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 ten tang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pcmcrintahan Dacrah (Lcmbarnn 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 ten tang 

Pemberian lnsentif da,n Kemudahan Investasi di 

Dacrah (Lcmbnran Negnm Republik Indonesia Tahun 

20 19 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6330); 

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayan~an Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia tahun 2014 

Nomor 22 1); 

Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 64 Tab 

2012 . tentang Pedoman Pelaksanaan Pem _un 

lnsenuf Dan Pcmberian l<emudahan p benan 

Modal di Oaerah (Serita Ne ara . enanaman 

Tahun 2012 Nomor 9301; g Repubhk Indonesia 

Peraturan Menteri Dalam N . 

2015 tentang Pembentukan ~: :omor 80 Tahun 

(Serita Negara Rcpublik lndo . ~ Hukum Daerah 

2036). scbagaimana telah d~e~•~ ahun 2015 Nomor 

Menteri Dnlam Ncgcri Nomo/~2~ T dengan Pernturan 

Perubahan Atas Peraturan Menth_un 2018 ten tang 

Nomor 80 Tahun 2015 . . en Dalam Negeri 

Indonesia Tahun 2018 N (Bent a Negara Republik 
omor 157); 

I 
I 



Menetapk:an 

I 

12. Peraturnn Menteri Dalnm Negeri Nomor 138 Tahun 
2017 tentang Pcnyclcnggaraan Pclayanan Tcrpad_u 
Satu Pintu Dacrnh (Serita Negnra Rcpublik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1956); 

13. Pcraturan Dacrah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tah un 
2018 tentang Pemberian lnsentif dan Kemudahan 
Penanaman Modal (Lembaran Oacrah Kabupaten 
Lebong Tahun 2018 Nomor 7). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LEBONO TENTANO PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATUR,\ N DAERAH KABUPATEN 
LEBONO NOMOR 7 TAHUN 20 18 TENTANO PEMBERIAN 
INSENTIF DAN KEMUDAHAN P£NANAMAN MODAL. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan : 

I . 
2. 
3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Daerah adalah Kabupaten Lebong. 
Kabupatcn adalah Kabupatcn Lebong, 
Pemerintah Daerah adalah Bupali dan Perangkat 
Dacrah scbagai Unsur Penyelcnggara Pernerin tah 
Daerah. 
Bupati adalah Bupati Lebong. 
Dinas adalah Organisasi Pemngkat Dnerah l(abupaten 
Lebong Menyelenggarakan Urusan Pem erintah 
Daerah di Bidang Penanaman Modal. 
Pcmberian lnsenl lf adalah dukungan dari Pemerintah 
Daerah kepada Pcnanam Modal dalam 'Rangka 
mendorong Pcningkatan Pcnanaman Modal di daerah. 
Pembcrian Kemudahan adalah Pcnycdiaan F'asilitas 
dari Pemcrintah kepada Penanan1 Modal urn uk 
mempcrmudah sctiap kcgiatan Pcnanaman Modal 
dalam Rangka mendorong Peni.ngkatan Penanaman 
Modal di daerah. 
Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiata 
Mena~am Modal, baik oleh Penanam Modal dala; 
Negen maupun Penanam Modal asing untuk 
melakukan usaha di daerah. 
Penanaman Modal adalah Perseorangan atau Sadan 
Usaha yang melakukan Penanaman Modal yang da t 
bcrupa Pcnanaman modal dalam Negc . J 
Penanaman modal asing. n an 

10. Pcnanaman Modal Dalam Negtri van 1 , 
disingkat PMDN dal h k . - g SC anJutnya 

a a egiatan menanam mod I 
~1:~•k ;elakukan usaha di daerah yang dilakuka~ 

cnanam modal dalam N . d 
menggunakan Modal dalam Negeri. egeri engan 



11. Pcnnnaman Modal Asing yang selnnjutnya disingkat 
PMA aclalah kcgintnn mcnnnam moda l untuk 
melnkukan Usaha di daerah yang di lakukan oleh 
Penannm Modal Asing , baik yang mcnggunakan 
Modnl Asing scpcnuhnya maupun yang bcrpatunga.n 
dcngnn Pcnanaman Modal Dalam Ncgcri. 

12. Pajak Daerah adalnh h'.ontribusi wajib kepada dacrah 
yang tcrutang olch orang pribadi atau badan yang 
bcrsifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara _Jangsung 
dan digunakan untuk keperluan dacrah bag, sebesar­
besarnya kemakmuran rakyat. . . 

13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retnbus1 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa a tau pemberian izin tertcntu yang kh_usus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pcrnenntah 
Daerah untuk kcpentingan orang pribadi atau badan. 

14. lndustri Pioner adalah lndustri yang rnerniliki 
keterkaitan yang luas, rnernberi nilai tarnbah dan 
ekstcrnalitas yang tinggi, mernperkenalkan Teknologi 
baru, serta memiliki Nilai Strategi bagi perekonomian 

nasional. 
15. Usaha Mikro adalah usaha ?roduktir miHk orang 

Perorangan dan/atau badan usaha pcrorangan yang 
memiliki Kriteria Usaha Mikro. 

16. UsaJ1a Kecil adaJah usaha ekonorni Produktir yang 
bercliri scndiri yang dilakukan oleh orang perorangan 
atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki , dikuasai, atau berkapiliasi baik langsung 
maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau 
besar yang mcrnenuhi Kriteria Usaha l<ecil. 

17. Usaha Mencngah adalah usaha ekonomi produktif 
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 
perorangan a tau baclan usaha yang bukan mcrupakan 
anak perusahaan atau cabang perusahaan dimilki 
~iku~sai, atau menj-:di bagian baik langsung° maupu~ 
udak langsung dan usaha kecil atau besar yang 
memenuh! Kriteria Usaha Menengah . 

18. Ka,~•asan .lndusl~ allalah kawasan tt:mpat perusahaan 
kcg,atan mdustn Y'.'lng dilengkapi dengan sara.na dan 
P'.9-sarana penunJang yang dikemba.ngka.n dan 
d1kel?l_a _ol~h perusah aan kawasan industri yang telah 
mem1hk1 lzm Usaha Kawasan lndustri 

19. ~ana Stimulan adalah dukungan dan~ yang diberikan df::!~i Pe;~am Mkodal yang proses pemanfaatannya 
er asar an kegunaa.n waktu d 

penggunaan tertentu. • an pola 



20. Kopcrnsi ndaloh badan Hukum yang dibcriknn oleh 

ornng pcrscornngnn atnu bndan Hukum Kopcrasi, 

dcngan pcmisnhnn kckaynnn parn nnggotr1nyr1 scbagai 

modal untuk mcnjnlanknn us.'lh tl , yang memcnuhi 

aspirasi dan kebutuhan bers.'lma di bida-11g ckonomi, 

sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prlnsip 

kopcrasi. 
21. Sumber Daya lokal adalah sctiap bentuk faktor 

produksi yang tcrdiri dari Sumber Daya Alam, tcnaga 

kc,ja, modal cl an tcknologi, dan keahlian atau 

kc11irnusahaan yang bersumber darl lokasi di dacrah. 

Tcnngn Kc,ja Lokol aclalnh pcncluduk yang berusia 

minimal 18 (dclnpan bel11s) tahun yang di buktikan 

dcngan J<artu Tonda Pcnduduk. 

22. 

23. Tim Verifikasi dnn Penilaian Pcmbcrian lnscntif dan 

Kcmudnhan Penimaman Modal yang sclanj utnya 

disebut tim adalah tim )"ang ditunjuk dan ditctapkan 

oleh Bupati untuk melaksanakan Proses Verilikasi 

dan penilaian dalam rangka Pemberlan insentif dan 

Kcmuclahan Pennnaman Modal. 

24. Tanggung Jawnb Sosial dan Lingkungan yang 

selanjutnya disingkat TJSL adalah komil men 

perusahaan untuk berperan dalam Pembangunan 

ckonomi bcrkclonjutnn, guna meningkatkan kualitas 

kehidupan dan lingkungan bennanfaat, baik bagi 

perusi1haan komunitas setempat, maupun 

masyarnkat pada umumnya. 

25. 

( I) 

(2) 

Program Kemitra1rn BUMN dengan usaha kecil dan 

p~gram bina lingkungan yang sclanjutnya discbut 

PKBL aclalah program untuk meningkatkan 

kem81:71puan Usaha Kecil agar menjadi tangguh dan 

mandm serta pemberclayaan kondisi social 

masy~kat oleh BUMN. melalui pemanfaatan dana 

dan bag1an laba BUMN. 

BAB 11 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

=d dibentuknya Pcraturan Bupati ini adalah 

rangka memberi petunjuk I k 

pembcrian insentif dan kemudah pea sanaan 

Modal. an Penanaman 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati . . d 

a M be 'k 1111 a alah • 
. em n an kepastian prosed . 

Pemberian lnsentir dan Kem d h ur pelaksana 

modal ; u II an Pen anaman 

b. Meningkatkan Penan 
c. Meningkatkan aman Modal di daerah· 

pertumbuhan ek . ' 
pembangunan, ekonomi berk . onom1 dan 

d. Menciptakan lapangan k .. elanJutan di daerah; 

e. Meningkatkan kemam f!l)a, 

daerah; puan dan daya saing 



f. 

g. 

k mi kerakyatan; Mendorong pengembangan e ono 
dan ak L 
Memujudkan kesejahteraan masyar a · 

BAB Ill 
RUANO LINGl<UP 

Pasal 3 

Bupati ini mengatur ha\· Ruang lingkup Peraturan 
hat sebagai berikut: 
a. Prinsip-prinsip; 
b. l<ewenangan; 
c. Jcnis Usaha; 
d. Bentuk; 
C . Kriteria·, k dahan 

b · insentif dan emu f. Tata cara pem enan 
Penanaman Modal; 
Dasar Penilaian; . 

~·. Ha.k, Kewajiban, dan TanggungJawab; 
,. Pelaporan clan evaluasi; dan 
j. Pemberian dan Pengawasan. 

BABIV 
PRINSIP- PRINSIP 

Pasa\4 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Pen~aman Modal 
dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai benkut: . 
a. Kepastian Hukum yang mengandung pengert1an 

meletakkan hukum dan ketentuan peraturan 
Perundang- Undangan sebagai dasar Pemerintah 
Daerah dalam setiap kebijakan dan tinda.kan dalam 
pemberian insentif dan pemberian kemudahan 
Penanaman Modal; 

b. Kesetaraan yang mengandung pengertian perlakuan 
yang sama terhadap Penanaman Modal tanpa memihak 
dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau 
Skala Usaha tertentu; 

c. Transparansi yang mengandung pengertian 
keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan 
l<emudahan dalam Penanaman Modal dan masyarakat 
luas; 

d. Akuntabilitas yang mengandung pengertian bentuk 
pertanggungjawaban atas pemberian Insentif dan/atau 
Pemberian Kemuda.han Penanaman Modal· dan 

e. Efe~tif dan Efisien, yang mengandun~ pengertian 
pert!mbangan yang rasional dan ekonomis serta 
Jamman. . yang berdampak pada peningkatan 
Produktiv1tas serta Pelayanan Publik. 

I 'I 
I 

'i 



BABV 
KEWENANGAN PENANAMAN MODAL 

Pasal 5 

( l) Untuk menlngkatkan Penatuiman Modal di d_aernh, 
Pcmcrintah Daemh dapat mcmbcrikan lnscnuf clan 
/ntau Kcmudahan Pcnanaman Modal scsuai dcngan 
kcwenangan rlcngnn memperhatikan kondisi dan 
kemampunn rtacmh berdasarkan ketentuan Pcraturan 

Pcrundang-Undangan, 
(2) Pembcrian lnsentif dan/atau Kcmudahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dcngan Keputusan 

Bupati. 

BAB VI 
JENIS USAHA 

Pasa16 

(1) Jenis atau Bidang Usaha yang dapat memperolch 
lnscntif dan Kcmudahan antara lain : 
a. Usaha Mikro Kecil. Mencngah dan /atau Koperasi; 
b. Usaha yang dipersyaratkan dcngan Kcmitraan; 
c . Usaha yang dipersyaratkan Kepcmilikan 

Modalnya; 
d . Usaha dipersyaralkan dengan Lokasi tertentu; 
e. Usaha yang dipersyaralkan dengan Pcrizinan 

Khusus; 
f. Usaha yang terbuka dalam rangka penanaman 

modal yang memprioritaskan keunggulan daerah; 
g. Usaha yang telah mendapatkan fasilitas 

penanaman modal dari pemerintah pusat; 
dan/atau 

h. Usaha lainnya scsuai clengan ketentuan pcraturan 
penmdang-undangan. 

(21 Jen!s l:'saha sebagaimana climaksud pada ayat ( l) 
mchputl: 
a. Sektor Perdagangan Jasa dan I d . cl " . , , n ustn, 

1pnontaskan pada yang mcndukung ckspor· 
b. Seklor lndustri Kreatif· ' 

' 
c. Sektor lnclustri Ramah Lingkungan; 

d. Sektor Pariwisata dan Kebudayaan t k 
sektor Pendukungnya; • ermasu 

e. Scktor Pcnclidikan di Prioritas!kan ada 
yang mcndukung p b P usaha 
Pendidikan; engem angan Fasilitas 

f. Sektor Kesehatan (Sarana dan 
Pendukung Pelayanan); Prasa.rana 

g. Sektor Pertanian diprioritaskan 
dan Jasa Pertanian; pada budi daya 

h. Sektor Energi baru terbarukan· 
i. Sektor Pcrsampahan; • 
j. Sektor Pcnycclia Air Bersih· 

' 



k, Sek1or lnfrns1ruktur Pennahan clan Pemukiman; 
clan 

I. Sek1or Pcrhubungan clan Telekomunikasi; 

BAB VII 
BENTUK 

Pasal 7 

(II Pembcrian lnsentif dnpal bcrbentuk : . 
a. Pengurangan. Keringanan atau Pembebasan PaJak 

clacrah; 
b. Pengurangan, kcringanan clan Pcmbebasan 

Rctribusi daerah; 
c. Pemberian bantuan modal kepacla usaha mikro, 

kecil dan/atau koperasi di dacrnh; 
cl . Bantuan untuk ri set clan pengembangan untuk 

usaha mikro kecil , dan/atau koperasi daerah; 
e. Bantuan fas,ilitas pelatihan vokasi usalla mikro, 

kccil dan/atau koperasi di daerah; dan/atau 
f. Bungn pinjaman rendah. 

(2) Pemberian Kcmudahan dapat berbentuk : 
a . Penycdiaan data clan lnfonnasi peluang 

Penanaman Modal; 
b. Pcnvedia Sarana dan Prasarana; 
c. Fasilitas Pcnyedia lahan atau Lokasi; 
cl. Pembcrian bamuan Teknis; 
c. Penyederhanaan clan percepatan pemberian 

perizinan melalui pelayana n tcrpaclu satu pintu; 
f. Kemuclahan akscs pcmasaran hasil produksi; 
g. Kemudahan irwestasi langsung konstruksi; 
h. Kemudahan in"estasi di kawasan strategis yang 

ditctapkan dalam peraturan pcrundang-undangan 
yang berpotensi pada pcmbangunan daerah; 

i. Pemberian kenyamanan clan keamanan 
berinvcstasi di dacrah; 

J. Kcmudahan proses sertifikasi clan standarisasi 
scsuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan; 

k. Kemud'.111an akses tenaga kerja siap pakai clan 
teramprl ; 

I. Ke~~da~lan akscs pasokan bahan baku; dan/atau 
m. Fnsrlrtas1 promosi sesual dengan kewenangan 

daerah; 

BABVHI 
KRITERIA 

Pasa! 8 

P~m~crian lnscntff clan/atau 
d1benkan kcpnda Masyarakat 
memenuhi l<rilcria : 
a . Memberika n kontribusi 

pendapatan masyarakat; 

Pcmberian 
dan/atau 

terhadap 

Kemudahan 
Investor yang 

peningkatan 



b. 
C. 

d. 

C. 

r. 
g. 
h. 
i. 
j. 

k. 
I. 

m. 

n. 

Mcnycmp banyak tcnngn kcrj11; 
Mcnggunnknn scbagian hes;1r eumhcr dnya loknl 
dncrah; 
Mcmhcrikan kontribusi Lmgi pcningkntnn p<:lnynnan 
publik; 
Mcmbcriknn kontribusi dnlam pcningkotnn Prociuk 
dorncstik regional bruto; 
Bc~\'Awasan lingkungan dan bcrkclanjutan; 
Pembangunnn infrnstruktur; 
Mclakuknn industri tcknologi; 
Mclakukan industri pionir; 
Mclaksnnakan kcgiatnn pcnclitian, pengcmbangan, dan 
inovasi; 
Bermitra dengan usaha mikro,kcci l atau kopcrn~i; 
lndustri yang menggunakan barang mod~I, mesm, atau 
pcrnlatan yang diproduksi di dalam ~cgen; 
Mclakukan kcgiatan usaha sesuai dengan program 
prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau 
Beroricntasi ckspor. 

BAOIX 
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN 

KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 

Pasal 9 

(!) Penanaman Modal dan atau Penangung jawab 
Pcrusahaan lngin mcndapatkan insentif dan a.tau 
kemudahan mcngajukan pcrmohonan kepada Bupati 
melalui OPD yang mempunyai fungsi Pelayanan 
Perizinan. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 
untuk : 
a. Pcnanaman Modal Baru yang akan membcntuk 

usaha paling sedikit memuat : 
I. Profil Perusahaan ; dan 
2. Bentuk lnsentif dan/atau Kemudahan yang 

dimohonkan. 
b. Penanaman Modal yang akan melakukan 

perluasan usaha paling sedikit memuat: 
I. Profil Pcrusahaan; 
2. Kincrja Usaha; 
3. Laporan Kcgiatan Pcnanaman Modal· dan 
4. Bentuk insentif dan /atau kemud,ahan yang 

climohonkan. 
(3) Bagi P~nanarnan Modal yang mcmiliki izin/surat 

PcrsetUJ~an Pcnanaman Modal dari BKPM 
melamp1rkan p~rsyaratan sebagai berikut : 
a. F'oto copy 1dentitas diri dari pimpinan atau yan 

dlkuasakan · g 
' 

b. ~ot~ I ~opy lzin/~urat Persetujuan Penanaman 
0 a an menunJukkan yang aslinya; 

l 



c. Prom dnn Renrnn n Kcrjn Prrusi1hann minimal 
untuk 2 (dun) Tnhun kc drpnn sckurnng­
kurnngnyn mcmunt 5 1n1us pcrusnhnnn. Nil?i 
lll\'CStnsi. jcnis USflhR, J)CllR/',tllln!lll tt•nn r..A kCIJO 
lokal ynng cfisernp, nl::mmt perwuihnnn, dnn Nomor 
telcphonc/fnximilc; 

d , Poto copy nkt<' pcndirinn r crusnhnn n da.~ 
pcrubnhann_rn ynni: tclnh disnhknn olch ln~tnnsc 
yang l>crwcnnnR dan mcmp<:rlilwlkn n yn ng ~shnyn; 

c, Foto cop_r lmkri kcpcmilikan rnnnh lokns1 knntor 
dan /al:lu Loknsi Rcncnna lrw••~H1si; <Ian 

r. Sumt p..-myatnan kcs('dinnn untuk mcngcn:,bnlikan 
inscntif apnhiln pt•mohon di krnak1u1 _s_,~~ks1. 

(4) Bagi Pt•nanamlln Modnl yang 1clnh mt'1ml1lo lzm/surnt 
pcrsctujuan Pcnnnam,111 Modal diui BKPM : 
a . Foto cop)' identltas cfnri pimpinan pcrusaJ1aan atau 

clikuasnknn; 
b. l'zin ?rinsip 1cntnng kcgiRwn usahn atau bentuk 

pcrizinan scjcnis lninnya clari insntansi yang 
lx1wcnang bcrdnsarkan Pemturn.n Pcrundang­
undangan; 

c. ?rofll dan rencana kerja pcrusahaan minimAI 
uncuk 2 (dua) Tatum ke cfepan sekurang­
kurangnya mcmuat statlls PeruMhaan, Nilai 
ln\'CStasl, J enis Usahn. Pcnggunaan Tenaga Kerja 
Lok11I ynng di scrap, ,\lamat Pcrusahaan . dan 
Nomor 1el1:phone/ra;,imik; 

cl . Foto copi• Pend,rian Pcrusiihaan clan Pcrubahannya 
yang relah di sahka11 olch insransi yang berwenang 
clan memperlihatkan yang aslinya; 

e. Foto copy Kepemilikan Tanah Lokasi Kantor 
dan/arnu l.okasi Rcncana lnvestasi; dan 

f. Surat . Pcrny~taan KesediRnn mengembalikan 
lnscnr,r Rpah,la pcmohon di kenakan sanksi 
Pembatnlnn lnsentif. 

(5) Pcrmohonan scbagaimana dimf\ksud pacla ayat ( 1) 
adalah dalam bcntuk surat dengan eontoh form 1 
pennohona'.1 sebagaimana tcrrnntum cla!am Lampiran

8
1 

dan. lA'lmp1ran II yang mcrupakan bagian tidak 
1.crp1s.'lhkan dari Peraturan Bupali ini 

(61 Conroh surot pcrnyataan sebagaima,;a di k 
(3) hunir f clan ai•at (-l) huruf r seb . ma sud ayat 
clalnm Lampirnn Ill . ag,umana tercantum 
terpisahkan dari Pcrat~~ng B~;~~~~tan bagian tidak 

f7J Setelnh pernvataan lengknp cla b 
pemohon dib~rikan tanda bukti ~h enar dan kepacla 
telah diterima. wa permohonannya 

Pasal l O 

(I) Terhadap permohonan seba i 
Pasa.J 9 ayat (7) dilak , , ~a mana climaksud dalam 

(2J Tim verifikasi bcrko~~~~ ve~likasi. 
dalam melakukan v~n;i~ d~ngan instnnsi terkait 
pcngkajian atas permoh I as1 kelengkapan dan 
pada ayat (I) . onan scbagaimana dima.ksud 



-

{3) 

('I) 

Dnlnrn waktu r 
tim lllCn pn 1118 lnmn 30 r tign 1rnluh l li11rl kr.rjn )'usun · hasil \'Crifi · . umin11 pc11cll1Jnn clnn rw11v11mp11lnn 

m I 
knsi dnn pc11~•k11ji11n kc:J>n<ln ll11p111l untuk 

l' l1< ri1J11tkn r · ' I · K 11 ,11s1llt11s l'rmhcrlnn hwr11 t lf , 1111 
cmuclnhnu 1'1·11111111111:111 Modnl. 

Dalnm ho! usulnn 1><·rmohnn11n u11111k 111rr11lr1p111 knn 
lnsentif dnn l<t'n1ud11h1111 l'cn111111mnn Mo1l11 I tllrulnl<, 
Bupn~i mcnug1rnl<a11 l<cpncln Ol'D y1111Y, r1w11Ip1111Y111 

fun gs, Pclnynnnn Pcrizinnn 11111 uk nwuympknn 
pcmbcritahuun tcrtulis mcngcnni pcnoln lmn rcrsclJut 
kcpadn pcmohon pnling llimn <, (cn11111) bulnn. 

P11s11I 11 

(I) Jnngkn wnktu proses pcrrnohonnn ~nmpni 
tl itctnpknnnyn kcputusnn Pcmbcrinn fnscntif dnn 
Kcmudnhnn Pc11an11mnn Modni paling lnrnli (1 ( enum ) 
bulnn scjnk pcrmohonnn ditcrim:n. 

(2) Pcmberinn inscntif dlbcriknn scknli kcpr11lr1 Pcnanum 
Modal tcrhitung scjnk ditctApknnnyn lwputu snn 
tentnng Pc.-mhcrinn fnscntif dnn Kcmuclahan 
Pcnanamnn Modal olch Dupnti. 

Pnsnl 12 

(1) Bupati mcnctaplrnn Tim Vcrilikasi dan Pcnilainn 
Kegiatan Pcmbcrian lnscnlif don Kcmuclahon 
Penanaman Moclnl. 

(2) Tu gas tim scbagaimann climaksud pacla ayfll ( l) adHlah: 
11. Melakukan V<'rifiknsi usul:an dnn pcngcccknn 

kclcngkapan pcrsynmtnn yan,g hnrus clipcnuhi; 
b. Mclakukan penilaian tcrh:ndap masing-masing 

kritcrin sccnrn tcrukur; 
c. 1-·lenggunakan matrik pcnilaian untuk mencntukan 

bcn1uk clan bcsaran Pcm bcrian fnsent i f dan 
l<cmudahan Pcnnnam1111 Modal; 

cl. Menetapkan uru1an Pcnanaman Modal yang akan 
menerima Pembcrian lnsentif clan Pcmbctian 
Kemudahan Pcnnnnman Modal; 

e. Mcnet~pka_n bentuk dan bcsaran lnsentif yang 
akan d1benkan; 

f. "!enyampaikan rcko~endasi kcpnda Bupati untuk 
d1tctnpkan mcnJad1 Pcncrirna lnsentif dan 
Kcmutlahan Penanamnn Modal; dan 

g. Melakukan pcmantauan dan 1 . 
pelak k cva uas1 terhadap 

·sannan egiatan Penanaman Mod I , 
akan mcmperoleh lnsenUf da K a yang 
Penannman Modal. n emudahan 

PasaJ 13 

Ponnat ·1 · . p,en1 a1an dan hasil pc .1 . scbaga1mll!na dimaksud d I nt aian terhadap ktiteria 
tercan1um dalam La . a am Pasnl 12 ayat (2) hurur b 
· I . mptran IV ,. 

lie ak terp1sahkan dari Pc t ,nng. mcrupakan bagian 
ra uran Bupat1 ini. 



11) 

12) 

(3) 

(4) 

BABX 
DASAR PENILAIAN 

Pasal 14 

Pcm · h cnnta daemh dalam mclaksanakan pcnilaian 
Pembctian lnscntif dan Kcmudnhan kepada 
Pcnanaman Modal didas.-.rkan kepada : 
a . Jcnis usaha; dan 
b. Ktitcria. 
Pcnllaian sebagaimana dimaksucl pada ayat Ill 
mcnentukan bcntuk clan besaran Jnscntif dan/atau 
kemudahan yang nkan di berikan kepada Penanaman 
Modal. 
Bcntuk dnn besarnn lnscntif dan/atnu Kemudahan 
sebagaimAna dimaksud padA aynt (2) didasarkan pacla 
banyaknya kritcria yang dipenuhi oleh Penanaman 
Modal. . 
Pemerintah daerah dalam memberlkan lnsenuf dan 
F<emudahan Pcnanaman Modal discsuaikan dengan : . 
a . Kemampuan dacrah untuk mcmberikan insentlf 

dan/atau Kemudahan; 
b. Kinerja keuangan Penanam Modal; 
c. Kincrja manajcmcn Pcnanam Modal; dan 
d. Prospek usaha dari Penanam Modal yang 

mcngajukan Permohonan lnscntif dan /atau 
Kernudahan Pcnanarnan Modal. 

BABXI 
HAK, KE:WAJIBAN DAN TANOOUNO JAWAB 

PasaJ 15 

Pcncrrma lnsentif dan/atau Kemudahan Pcnanaman Modal 
berhak untuk : 
a. Mendapatkan lnformasi Pclnyonan Pembcrian lnsentif 

dan/atau Kcmudahan Penanaman :Modal; 
b. Mendapatkan lnsentif dan/atau Kemudahan 

Penanaman Modal sesuai mekanisme yang telah 
d[tetapkan; 

c. Mendapatkan layanan tcrkait. Proses pemberian 
Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaaan terhada~ 
Pcnanaman Modal didaerah; dan 

d. Mcnclapatkan informasi hasil 
perkernbangan Pencrimaan 
Kemudahan Pcnanaman Modal. 

Pasal 16 

Penanam Modal wajib : 

evaluas! 
lnsentiJ 

terhadap 
dan/atau 

a. M~ncrapkan tata prinsip tata kelola Peru h 
bruk; sa aan yang 

b. Melaksanakan tanggung j awab ial 
c. Menyampa!kan laporan ke . SOS perusahaa.n; 

kcpada OPD yang g,a~n Penanaman Modal 
Pcmcrintahan di bidang p-:;cnye cnggarakan urusan 

nanaman Modal· 
• 

7 

I 

1 



d. 

e. 

Menghormati kerakteristik dan 
berdasarkan tala .1 . k . budaya daerah 
Re •i· d 0 • ru eh1dupan masyarakat yang g11us; an 

Menaati seluruh kctcntuan Peraturan Perundang­
undangan. 

Pasal 17 

Setiap Penanam Modal bertanggungjawab : 
a . Menjamin tcrscdianya modal yang berasal dari sumber 

yang tidak bertentangan dcngan kctentuan Pcraturan 
Perundang-Undangan; 

b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiba~ dan 
kerugian jika Penanam Modal mcnghcnokan, 
meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya 
secara sepihak sesuai dengan ketentuan Perundang­
undangan; 

c. Menciptakan iklim usal1a yang kondusif dengan 
pcrsaingan usaha yang sehal, mencegah Praktek 
monopoli dan haJ lain yang merug!kan Negara / 
Daerah; 

d. Menjaga ketestarian lingkungan hidup ; dan 
e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, 

dan kesejahteraan pekerja. 

BAB XII 
PELAPORAN DAN EVALUASI 

Pasal 18 

(I) Penerima lnsentif dan Kemudahan Penanaman Modal 
wajib menyampaikan laporan kepada Bupati 
sekurang-kurangnya I (satu) tahun sekali sejak 
l(eputusan Bupati tentang Pemberian lnsentif dan 
l(emudahan Penanaman Modal ditetapkan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit mcmuat : 
a. 1..aporan penggunaan lnsentif dan/atau 

Kemudahan Penanaman Modal; 
b. Pengelolaan Usaha; dan 
c. Rencana Kegiatan Usaha. 

(3) Bupati melaksanakan Evaluasi terhadap kegiatan 
Penanaman Modal yang memperoleh lnsentif 
dan/~tau Kemudahan dflaksanakan 1 (satu) tah 
sekal1. un 

(4) Bupati . ~enyampaikan laporan pelaksanaan 
pembenan insentif dan/atau kemudahan e 
modal di daerahnya kepada gube p nanaman 
tahun sekali. mur setiap 1 (satu) 



/ 
131\B XIII 

PEMBINMN DAN PENGAWASAN 

Pasal 19 

l 1) Bupati mcla.ksanakan Pcmbinaan dan Pengawasan 
terhadap Pemberian lnscntif dan/ntau 1-:cmudahan 
Penanaman Modal 

(2) Pcmbinaan clan Pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (ll sckurang- kurangnya dllakukan I (satu) 
kali dalam satu tahun. 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa\20 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pcngundangan 
da!am Serita Daerah Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya 

Kabupaten Lebong 

Diundangkan di Tubei 
pada t.nnggnl 

ETARIS DAERAH 
ATEN LEBONG, 

H. MUST,\RANI 

2020 

Ditetapkan di Tu bei 
pada tang.gal 7 Desember 2020 

{ BUPATI LEBONG,r 

~ROSJONSYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN l-1::BONO TAli UN 2020 NOMOR 51 

1 ......... rt .. 

--· I\' ' • • • i l . I • .• . 

I ' 

--·--



Lampimn I Peraturan Bupati Lebong 
Nomor 5 1 Tahun 2020 
Tanggal : 7 Dcscmber 2020 

FOIL\IAT 
l'F..RMOIIONAN INSENTIF !J.~N 1:1'.\fUl)AJL\N l'E.',ANAMA:-1 MODAL 

DAG! l'EN,\,'IAM,\.'I MODAi. llARU 

!:OP l'ERUSAll,\,\.'I 

l.amp : 1 ( <alu l bJndd · 
l'crihal : Pcm1ohonan ln.<cntir/ KcmudJhJn l'cnananiJn )lodJI 

Kcpada \'1h. 
llupJII l.chong 
Cq Kcpab Oin.s l'cn,narna11 ~lod,1 dln Pe!Jyanan Tt riiadu SJ!u rinlu 
K.-lbu1»1cn 1.rbong di Su.bu ~krgo 

Dcng,11 llonn.11. 
llcrs.1ntJ ini kJmi mcngajukan Pcrmohonan ln<cntif dJn Kcmudahan Pcnan,man ~fodill dcngnn dala·dJtJ 
<cbag,i bcrikul : 

Alam3l Pt1n.l$.1ha.nn 
~am:i Pimpin:rn 
Al.,ma11'irnplnan 

: .................... .................. ................................................. lfclcpon ............... . 

AlJmJt t oka.si Pc1-wah,an 
· .................................................................................... Tcl~pon ................... . 
....................................... _____ ........... -.... Tdcpon ............ . 

AdJpWl jeni< inscntlf/l<cmudahan pcnanoman mod,I yang lumi niohonlun adal;th scb30-,i berikut : 
1. ln<entif : 

• l'cngt1r.in1;3n Pajak ........................ ............................................................................................ .. 
• Pen~urangan R.Nribu.<i .............................................................................................................. . 
• Pcmocb.l.<>n Rctribusi ............. _ ............... _ .......... - ........................... ................. ................ . 

2 . ~cmudahan : 
• rcnyedia,n informasl IJhan JIJU loklsi : 
J. lnformasi n:nc:ina IJIJ roan, "ilayah 
b. Ban1uan lekni, peng,doon bhan 
• Pcn:epllan : 
P ... -ririnJn ........... ................................................................................................................ -............. . 
&rsJmJ ini kami IJmpirbn: 
1) folokopi 1..71'/ldcntilJS diri y;m~sah ; 
2) Profil p<ro.<ihJJn,bcrisl : ,isl, mW. Ungkup U<JhJ, leg.tlit.>s pcros,hJan, rusunan dil\'ksi dJn 

m,n,jrmrn pero.1->h»n, dan fo1ollopi dokwnen l"lt>lltas p<ro<-lhJJn; 
3) Sur-JI kuJSJ h<rma1er.ii cukup ( jik., pcrmohoMn diwakilknn ), 

.............................. 2020 
Pcmohon 

.... . ... . . .... ............... . 0.,, ••••• 

CIL1L1n ; Unyµri Jt-nls in~ntif/k~mud4lun prn~llaman mod.ii )'ilng dlmohon 

SEKR ARIS DAERAH 
KABUP TEN LEBONG, 

H. MUSTAR,\ NJ 

i ~~·- · 

-

/ BUPATI LEBONG,r 

-~~-t· ROSJONSVAH 

---·---.. --.._ 

. . .. 



Lampiran 11 Pernturan Bupatl Lcbong 
Nomor : 51 Tahun 2020 
Tanggal : 7 Desember 2020 

l'F.ll\lOIION.\.\/ INSH,'TIF f;O!l:\fAT 
llACI l'l'.NAN1\.\l,\N llOD·•\I YA~~'I K~\IYDAIIAN Pf.NASMIAN MODAi, 

• • 1 "Alv\.'i llfil.,\KtJK..\NPERIUAS.'NU• '\I" 
KOP l'ERU • • ~. "' u , 

j .............. _. ......... ........................................................ : ...... ~\IIAAN 
.,mr . I ($JIU) bandcl .............................. - ....................... . 

l'~rilul : l'cnnohottan 111$<!ntif/l( d· ' emu .,,an Pcn3ll.lnun Mod.ii 

Ke1xu.l.1 \'lh. 
Ilup.1ti l.~bong 
CQ Kcp:,IJ Dinas Pcn,nam ~lod 1 d 
Kabup.:,tcn t.cbong di Suk,~ ~terg~ 311 Pefayan,n Tcrpadu Salu Plntu 

Dmgan Honru1. 
Bders3•,~• ini k:in~i nt~ngajulcin Permohon•n l11$tnllf d,n Kemudahan Penan.>m~ Mod>! dengan 
31a....,1a scbag,, bcnkut: 

Alinut l'crus.ihJJn 
Nam3 PimplnJn 
Alam31Pimpinan 

: ................................................................. - .................. nlcpon .•.••••..•.•...• 

Aum31 Lok.,;.~\ l'Cl\l$JhJon 
'. .................................... : ............................... : ... :::::::::::~~:fi~:.::.::.:.:.:.::.::.::.i.:.:.·--~. 

Ad,pun J~nis insentif/kemud.lhln pclUllo.nun mod.ll y:ing hrru m.ohonkan adJl.lh sebagal ~ riku 1 : 
1. lnscnllf : 

· Pcng,1r.111g311 Pajak ....................................................................................................................... . 

: ::~t~~&,"; :~~~::;: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ·· .. 
~. Kcmudalun : 

• Pcnyediaan infom13Si lahan J\Ju loh sl : 
a. lnfonn3~l rencJn,1 LllJ rUJ.ng hil3)'2h 
b. Bamuan 1cknis pcngodoon IJh.lll 
• Pcrccpaton : 
P~nZiOJn ...... ,,.,,,,,,,,,,,, ........ ,,,,,,,, .... , ..................... ,-... ,,, ...... ,,,, ........ , .. ,,,,,, ................... - ................ - . . ,. 

ners;mu ini k:,mi lnmpirkJn ; 
1) fotokopi Kl1'/ldcn1l13i dlri )'Jn~s>.h : 
~) Profil pt'1'l<Jh»n.beri.'li : ,isi. misi. lingkuJ> usaho. lcgalit:is peruSJman, rusunan dlreksi dan 

m1n,jemcn pencuh01n. don fotokopl dokwnen !cgollt.!S pen15ahaan: 
3) Sura I ku= bennot,ral cukup ( jiko pcnnohorun dh,•Jkill,..m ). 

• .......... ............. ....... 2020 
Pcmohon 

C~lltan : Un,&k.lri Jenis instntif/kcmudahl n pcnanamon modal )'ang dimohon 

H. MUSTARANI 
. -·· 

I •II ,·_ • 

1 BUPATI LEBONGr 

r RO JONSYAH 

.. 
•i 

lfl'l l:~. - .... 
1

1 

LVJ_J__ ~·~-~-



l..ampiran Ill Peraturan Bupati Lcbong 
Nomor 51 Tahun 2020 
Tanggal 7 Descmber 2020 

UN1~ot;~~~~~1JJURi\T PERNYAT~ 
......................... GtMDALIKAN INSEN'n F . . ........... ,.,-...................•................... , ................................................. , ... . 

Saya yang bennnda tnngan di bnwah ini : 

Nania Jabatan · ........................................................... . 
Alnmal Pcrusahnan dnn No Teln .................... - ...................... .......... - .... . ,. . ........................................................ .... . 
Bcrtindak scbagoi mnm scndiri ~nn 
pcni:_~ll311n,b............ .. ........................................................ dengan ini menyatakan bahwa knJik: 
sa.n ... , pcm ;nnlnn pemberinn insen1if srbagaimana dlloaksud P.:isol 12 nynt ( 4 ) ang 
Pemturan Bupati Lcbong Nomor ............... .' .. Tahun .................. y:mg telah diberikan kcpada 
perusa)rnon kami mnko kami wajib mcngembalibn insentif clan mcnyetorkan k~ kas dncrnh 
Pcmen~tnh .Kabu~alen u:-bong paling lrunbat 7 ( mj1th ) hnri kerjo ~ tclnh sank.s,. 11cmbal~an 
pemb<1non msent,f dibcrikan, sebcsnr )'ang tclah ditetopkan olch 1,m Venfikas1 Pcmbcnan 
lnsentif dan Pc111berian Kcmudnhnn Penanamnn Modal. 
Dcmih;an pcrnyntann ini snyn bunt Jcngan sebcn.,m)'n, dan untuk dnpnt dipergunaknn 
seperlunya. 

H. MUSTARANI 

-

·····•·· .. , · .. ·"····"········ 
Yang mc.nyataknn 
Mntcrai Rp.6.ooo 

( .................................. ) 
Jabatan, tanda tangan, 
dan cap pcmsahaan 

f BUPATI LEBONG,r 

L ... 

I 
· ROSJONSYAH 

i ,.::----- - ·-
't ' j !, . • l,, 

,,.71 ,,u ' . r . •''I 
J \: ~• I 

• I •.; • 1,'!! .............. _ 
" . ' . I 

.... _ .. --



I. 

Lnmpirnn IV Pcrnturnn Bupnti 1..-h,mg 
Nomor 5 1 Tnhun 2020 
Tanggnl 7 DcscrnlJcr 2020 

FORMAT TIM VEIUl' IKASI DAN 1'1-:NII .AIAN 

!'OR.MAT IU:KOMENDASI 

PEMBEIU,\ • 'MM VEllWIKASI DAN 1'1-:Nll.AIJ\N 
' N INSF.N'l1F DAN 1•~:~1Bl•:RJAN Kl-:MUl>AIIAN l'RNANIIMIIN MODAL 

DI KAIIUPI\TEN U:llONG 

Alo mot Sekrctariat: Dl'Mlri'SI' Knbu11otcn Lcl")ni; 
JI Snknu Mcrgo Kccnmottm /\men Knbupatcn J,ebong 

................... , ....... ' ................................ ,_,, , .................. ............................... ' .......... ' ..... '" .... . 
Bc~~k.,n hasil Pcnelitian schagainmnn terlamrir dalan, Rekomcndnsi ini. Tim 
,·cnfikas! dan Pcnilaian Pembcrfon l n.<enlif don rcmbcrian Kcmudnhnn l'cnanumnn 
Modal d1 Knbul)aten Lebong membcril<an Rckomcndasi kcpada : 

Alamat Pcrusahnan 
Nama Pimpinan 
Alamnt Pimpinan 
Alnrnnt Loknsi Perusahaan 

: ................................................................ Tcleponc ......... ................... . 

; .............................................. : ................. T cl e po n;: ·.'.".".'.:: ·. :·.:: :·.: ·::·.'.".'.'. :·~:: · 
: ................................................... ............. Tclcponc ............................ . 

Untuk mendapatkan insentif/kemudahan pennnaman modal y;mg terdiri dari: 
a ................... .................................................................................... ...................................... ............. . 
b ...................................................................... ........................................................................... ...... ... . 

Frekuensi insentif/ kcrnudah;m dibcrik:m sebanynk .................................................................... ...... .. 
Jangka wa~'tu insentif/kemudnhan diberikan selamn ..................................................... ................. . . 

Tubei,. .................................. ..... .. 
Kctua Tim Vcritikasi dan l'cnilaian 
Pcrnbcrinn l11scn1if ,fan l'cmhcrian 
Kcmudnhan l'cnanaman Modal 
lli Kabupatcn Lebong 
Sckretoriat Dacrnh Kabupatcn l.cbong 

Nama ....... ,.., .,, • .,., .. ,. ..... , ...... ,, ... ,..,,,., 
Pangk31/Gol.. ........................ .............. . 
NIP .......................... ........... ................. . 



11. HAsn Pl"''ITT 
' ',n A IAN / I.AMPI RA.'1 RF.KOM l'~'IUAS I 

1 TIM VI\RJFIKASI DAN l'F.1'111.AIAN , N MOl>AL 
I F.MIIF.RIAN INSIINTII-' DAN l'EMBt:IUAN K"MUl>AIIAl'I Pf,NJ\N/\MA 

1)1 KAIIUl1/\Tf.N I.EBONG 

•·•·••••••••·•••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••"••·••••••••••"••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••u••••••••••••••••·"' O 

IIASrl. Pf.NILAIAN 

~:,;~~~•;,~~<l1:~arnn : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i:::·;· .. -.. dahan. Pcruui;;-.;;-~·~·M~~j 
,Jenis lal\1111an : r embcrian ln.scntif/ Pcmbcnan emu ................... .. 

I 11Sc11t if ;,mi; dimohon ~an : ~::::::::::::::::::::::::::::::: ... · ........... :•: ........... : .. ::::·:::: ..... · ............ :::.:.:.:::::.::.: .. 

Kemmlahan )'""8 dimohonknn :a................................................................... . ........... . 

~::·~:·.:·:.::·::.: ... ~ .. .-... :~·.:::.::: .. :· ............... :::::: ............ ..... : ...................... . 
Nama Pcrusahaan 
Alomnt Pcnt5ohnan 

Nama Plmpinlln 
Ahunal rimpinan 

Alamat Lokasi Perusahaan 

: ............. ................................................. ·····•······· ........................ ......... . 
. ..... ......................................................... ,cl 

: ..... .': .. .'.'.'.':::::::.~::: ·:::::-·. ·: ::.~::::.'.'.'.'.'.' '.': .' :: :::: ........ T pon ....... : .. , • • • •· • • • · · · · .. · 

: ............................. ::::::::::::::::::::::::=::::..... ...Tclpon ......................... . 

: ............... ••·•••••· .... ·••• •••• .. ··•H••··· .. ••••·••• .... •.................... • 
• ........ Tc.lpOlln••••••·•""••• •·••• . .......................... ....................... ... .. uu 

f BUPATI LEBONGf 

SEKR ARIS OAERAH 
KABUP EN LEBONG, r· ROS ONSYAH 

H. MUSTARANI 


